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PENDAHULUAN

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate
governance, corporate social responsibility, kepemilikan mayoritas
terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan pada
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2018 - 2020. Jenis Penelitian yang digunakan adalah
kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018 hingga
2020. Dalam penelitian ini, pengujian statistik menggunakan analisis
regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel
Corporate governance berpengaruh signifikan negatif terhadap
agresivitas pajak perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2018-2020. Pengungkapan CSR berpengaruh signifikan negatif
terhadap agresivitas pajak perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2018- 020. Kepemilikan Mayoritas berpengaruh
signifikan positif terhadap agresivitas pajak perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 - 2020

Keywords:Corporate Governance, Corporate Social Responsibility,
Kepemilikan Mayoritas, Perbankan

Pajak merupakan hal yang fundamental dalam pelaksanaan perekonomian di
Indonesia.Pajak yang berasal dari iuran wajib rakyat merupakan salah satu sumber
pendapatan terbesar yang diterima oleh negara dan digunakan untuk keperluan
negara diatur secara perdata dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejak
diluncurkannya reformasi peraturan perpajakan pada tahun 1983, definisi pajak
tidak pernah secara eksplisit dicantumkan dalam undang-undang pajak, baik itu
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Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983,
Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Undang- Undang Pajak
Pertambahan Nilai, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, maupun Undang-
Undang Bea Materai. Hal ini terus berlanjut sampai dengan diterbitkannya UU KUP
tahun 2007, yakni UU nomor 28 tahun 2007 sebagai UU perubahan ketiga dari UU
KUP tahun 1983 (Racdianti, dkk, 2016). Pajak di Indonesia diklasifikasikan dalam dua
jenis jika ditinjau dari pemungutnya yaitu pajak yang dikelola langsung oleh negara
yaitu pajak yang dipungut secara langsung oleh pemerintah melalui aparatnya yaitu
Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, dan Dirjen Bea dan Cukai. Jenis yang kedua pajak
yang dikelola oleh daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan
terbatas pada rakyat daerah itu sendiri (Racdianti, dkk, 2016).

Perusahaan sebagai wajib pajak badan, mempunyai kewajiban untuk
membayar pajak bagi negara sebagaimana telah diatur dalam undang- undang. Pajak
bagi perusahaan sendiri dihitung melalui laba bersih perusahaan di dalam laporan
laba-rugi di laporan keuangan perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai laba
bersih yang tinggi, maka pendapatan negara atas pajak pun akan meningkat, begitu
pun sebaliknya. Sebuah perusahaan mempunyai kepentingan tersendiri, terutama
perusahaan yang berorientasi pada laba, dimana perusahaan jenis ini mempunyai
tujuan untuk memaksimalkan laba bagi perusahaan untuk meningkatkan kekayaan
bagi perusahaan. Sedangkan Negara Indonesia mempunyai kepentingannya
tersendiri yaitu memaksimalkan pendapatan negara atas pajak, yang mana
kepentingan ini bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Pajak sendiri bagi
perusahaan merupakan beban yang harus dibayar, karena pajak dapat mengurangi
laba bersih yang didapat oleh perusahaan, dan perusahaan akan melakukan segala
cara untuk mengefisiensikan pajak yang harus dibayarnya (Fuadi dan Mangoting,
2012).

Fuadi & Mangoting (2012) menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan
Tax Planning yang bertujuan untuk meminimalkan pajak terutang untuk
memaksimalkan 4 laba perusahaan sebelum pajak yang optimal. Bagi mereka, pajak
merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan, sehingga perlu ada usaha-
usaha dan strategi-strategi untuk mengurangi pajak tersebut. Sedangkan menurut
Rahman (2012) Tax Planning adalah bagian dari fungsi manajemen pajak yang
meliputi proses pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan
sehingga dapat diseleksi untuk menentukan jenis tindakan dan penghematan pajak
yang akan dilakukan. Sementara Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa
tindakan manajerial untuk meminimalkan pajak melalui tindakan agresivitas pajak
menjadi fitur yang umum dari lanskap perusahaan di seluruh dunia. Namun
demikian, agresivitas pajak dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan.

Tindakan agresivitas pajak yang terbagi dalam dua cara yaitu legal dan illegal.
Agresivitas pajak sebagai tax planning perusahaan melaluiaktivitas tax avoidance
atau tax sheltering (Khurana dan Moser, 2009). Sedangkan Timothy (2010)
menjelaskan bahwa agresivitas pajak dapat dilakukan dengan cara legal dan illegal.
Cara legal dalam tindakan agresivitas pajak yang diperkenankan oleh hukum yang
berlaku adalah legal tax avoidance, dan merupakan cara yang disahkan oleh akuntan.
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Menurut Barr dalam Masri dan Martani (2012) menjelaskan bahwa tax avoidance
adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang dilakukan untuk memperkecil jumlah pajak terutang.
Kemudian cara yang kedua adalah taxsheltering. Sementara tax sheltering menurut
Desai dan Dharmapala (2006) dalam Timothy (2010) didefinisikan sebagai upaya
untuk mendesain transaksi yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak
perusahaan. Reinaldo (2017) menjelaskan bahwa tindakan agresivitas pajak dapat
dilakukan dengan dua cara yaitu tax avoidance (legal) dan tax evasion (illegal).

Bagi Perusahaan besar di seluruh Dunia khususnya Negara Indonesia,
tindakan pajak agresif dijadikan suatu alat untuk memperkecil beban pajak dan
memperbesar keuntungan, karena bagi perusahaan pajak merupakan tambahan
beban yang dapat menurunkan keuntungan sedangkan bagi Negara, pajak
merupakan bagian pundi-pundi pendapatan Negara. Oleh karena itu, Pemerintah
menginginkan laba yang tinggi agar pajak yang dibayar juga tinggi. Adanya perbedaan
kepentingan tersebut yang mengakibatkan wajib pajak mengambil tindakan pajak
agresif yaitu dengan memanfaatkan kelonggaran hukum baik secara legal maupun
ilegal (Fahriani dan Maswar, 2016).

Salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah ialah memerangi tindakan
pajak agresif dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara
benar. Meskipun saat ini praktik GCG sudah diterapkan di kalangan perusahan-
perusahan yang beroperasi di Negara Indonesia, belum dapat dipastikan pihak
perusahaan untuk benar-benar menerapkan praktek GCG yang sebenarnya. Artinya,
masih banyak perusahaan yang dikatakan memiliki tata kelola yang baik (GCG)
bahkan sudah melalui beberapa tahap kriteria penilaian yang dilakukan oleh pihak
[ICG (Institute Indonesian Corporate Governance) tidak menyurutkan langkah
perusahaan untuk tidak agresif terhadap penghindaran pajak. Proksi yang
digunakan untuk mengukur GCG yaitu nilai komposit self assessment GCG.
Assessment GCG adalah nilai absolute yang sudah ditentukan yang disebut dengan
nilai komposit (Hardiyatmo, 2013).

Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa tindakan agresivitas pajak
yang dilakukan perusahaan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung
jawab secara sosial atau disebut juga dengan Corporate Social Responsibility (CSR).
Watson (2012) menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat CSR yang rendah
merupakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga akan
melakukan tindakan perencanaan pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan
yang sadar sosial atau memiliki tingkat CSR yang lebih tinggi. Oleh karena pernyataan
tersebut maka penelitian ini akan meneliti pengaruh Corporate Social Responsibility
(CSR) terhadap tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan. Setiap perusahaan
mempunyai tingkat kesadaran yang berbeda dalam menerapkan CSR di dalam
perusahaan. Semakin perusahaan memiliki kesadaran yang tinggi menerapkan CSR
di dalam perusahaan maka semakin tinggi pula perusahaan taat dalam membayar
pajak, sesuai dengan pernyataan Tanari (2009) bahwa CSR memiliki landasan
ekonomi yang salah satunya adalah ketaatan dalam membayar pajak dan landasan
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tersebut dapat menjadi acuan dalam mengukur tingkat kesadaran perusahaan
menerapkan CSR. Rusydi dan Veronica (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang
menjalankan kewajiban perpajakannya tidak sesuai dengan prinsip CSR justru akan
mengganggu sustainability dan image korporasi tersebut. Pada penelitian ini,
Corporate Social Responsibility yang diproksikan ke dalam pengungkapan CSR
diukur dengan indikator GRI. Indikator ini terdiri atas tujuh kategori, yaitu
lingkungan, energi, kesehatan, dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja,
produk, keterlibatan masyarakat, dan umum.

Perusahaan dengan proporsi kepemilikan yang dimiliki oleh mayoritas baik
perorangan melalui perusahaan non public maupun keluarga juga berpengaruh pada
tindakan agresivitas pajak yang dilakukan suatu perusahaan. Selain itu mendirikan
perusahaan yang dimiliki pemilik mayoritas akan menimbulkan konflik keagenan
antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Sifat dan tingkat konflik keagenan
dapat menimbulkan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi. Saat kepemilikan dan
manajemen terpisah, terjadilah proses kerja dan pengawasan yang tidak sempurna,
dan ini menimbulkan indikasi akanterjadinya tindakan agresivitas pajak (Masri dan
Martani, 2012).

Penelitian dengan judul serupa pernah dilakukan oleh beberapa peneliti
sebelumnya. Masri dan Martani (2012). dalam penelitiannya menemukan bahwa
corporate governance yang diproksikan menggunakan komisaris independen dan
kepemilikan institusional serta corporate social responsibility berpengaruh terhadap
agresivitas pajak, sedangkan corporate governance yang diproksikan menggunakan
komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Nugraheni &
Murtin (2019) dalam penelitiannnya menemukan bahwa kepemiikan mayoritas
berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sari dan Wiguna
(2017) dalam penelitiannya menunjukkan corporate social responsibility
berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukan bahwa corporate sosial
responsibility yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan mempengaruhi
agresivitas pajak. Kepemilikan mayoritas berpengaruh negatif terhadap agresivitas
pajak.Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan dikendalikan oleh mayoritas, maka
akan menurunkan agresivitas pajak. Utami dan Tahar (2018) dalam penelitiannya
diperoleh hasil bahwa corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap tax
aggressiveness, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tax
aggressiveness, capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax aggressivenessdan
ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tax aggressiveness.

METODE

Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan
positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka- angka yang akan diukur
menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang
diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Teknik pengambilan sampel dalam
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling method yaitu teknik
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penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Kriteria yang
ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI
selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

2. Memiliki laporan keuangan yang lengkap selama periode 2018 sampai 2020.

3. Perusahaan go public yang data semua variabelnya baik variabel dependen
maupun independen tersedia dan dapat diperoleh dari laporan keuangan yang
diambil dari sumber lain maupun situs Bursa Efek Indonesia (BEI)

4. Mengungkapkan laporan Corporate Social Responsibility.

Teknik pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik
dokumentasi. Teknik dokumentasi yang dimaksud adalah mengambil data sekunder
dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang diambil dari sumber lain maupun
situs Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini, pengujian statistik
menggunakan analisis regresi berganda. Regresi berganda merupakan alat yang
digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independen)
terhadap satu variabel terikat (Hartono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis regresi berganda

Analisis Regresi Linier Berganda dipakai untuk mengetahui besarnya
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat Berikut ini hasil analisis regresi
berganda.

Tabel 1. Analisis Regresi Berganda

Corporate Goverance -0,312 1,965 0,045

CSR -0,028 2,436 0,017

Kepemilikan 0,055 2,195 0,047
Mayoritas

Sumber : data diolah 2022

Hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat
dirumuskan kedalam persamaan sebagai berikut:

Y =a+bX1+bX2 +bX3+e Agresivitas Pajak = 2,182 0,312CC-
0,028CSR+0,258KP

Dari hasil analisis regresi berganda di atas dapatdijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 2,182, yang berarti apabila variabel corporate
governance, CSR, dan kepemilikan mayoritas bernilai nol, agresivitas pajak (Y)
sebesar 2,182.

2. Nilai koefisien regresi dari corporate governance sebesar -0,312, yang dapat
diartikan apabila ada kenaikan sebesar satu satuan pada corporate governance
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maka akanmemberikan penurunan sebesar -0,312 pada agresivitas pajak
dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai koefisien regresi dari CSR sebesar -0,028,
yang dapat diartikan apabila ada peningkatan sebesar satu satuan pada CSR
maka akan memberikan penurunan sebesar 0,028 pada agresivitas pajak dengan
asumsi variabel lain tetap.

3. Nilai koefisien regresi dari kepemilkan mayoritas sebesa 0,258 yang dapat
diartikan apabila ada kenaikan sebesar satu satuan pada kepemilikan mayoritas
maka akan memberikan peningkatan sebesar 0,258 pada agresivitas pajak dengan
asumsi variabel lain tetap .

Uji Koofisien Determinasi

Menurut Ghozali (2011) koefisien determinasi (R?) pada intinya mengukur
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.
Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (0 < R? < 1). Semakin R?
mendekati 1 maka semakin baik model regresi karena variabel-variabel independen
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah adjusted R?karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini
lebih dari dua variabel. Selain itu nilai adjusted R? dianggap lebih baik dari nilai R?
karena nilai adjusted R? dapat naik atau turun apabila satu variabel independen
ditambahkan ke dalam model regresi (Ghozali, 2011). Berikut adalah hasil Uji
Koofisien Determinasi:

Tabel 2. Uji Koofisien Determinasi

Model R Square Adjusted R
Square
1 0,479 0,441

Sumber; data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square
sebesar 0,441 atau 44,1%. Artinya, variabel Agresivitas pajak dapat dijelaskan oleh
variabel corporate governance, CSR, dan Kepemilikan Mayoritas. Sedangkan sisanya
sebesar 55,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Pembahasan
Pengaruh Corporate Governance terhadap Agresivitas pajak

Hasil analisis data menunjukkan bahwa corporate governance berpengaruh
negatif terhadap agresivitas pajak dengan nilai p sebesar 0,045 < 0,05. Dewan
direksi menjadi faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak di Negara Indonesia.
Komisaris independen berperan penting dalam melihat dan memperhatikan alur
kegiatan perusahaan tanpa memihak manajemen ataupun investor. Semakin banyak
komisaris independen dalam perusahaan akan tinggi tingkat pengawasan kepada
manajemen atas tin da kan ketidakjujuran yang mungkin akan dijalankan. Beserta
pengawasan yang semakin ketat, perusahaan cenderung semakin rendah melakukan
praktek agresivitas pajak (Wulansari, Titisari & Nurlaela, 2020).

Pengaruh CSR terhadap Agresivitas pajak
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Hasil analisis data menunjukkan bahwa  pengungkapan CSR
berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dengan nilai p sebesar 0,017 < 0,05.
Selain faktor keuangan, perusahaan juga harus memperhatikan faktor-faktor non-
keuangan agar bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya. Menurut Hidayati &
Murni (2009) menyatakan bahwa untuk bisa mempertahankan kelangsungan
hidupnya, perusahaan perlu mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik
dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar.
Tindakan yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan corporate social responsibility.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mendefinisikan corporate social
responsibility sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan
penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang seimbang, serasi dan
sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Teori
Agency menjelaskan bahwa perusahaan harus memiliki kontrak sosial dengan
masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Hal
tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab dari perusahaan terhadap
masyarakat. Perusahaan dituntut untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan
masyarakat serta tidak sesuaidengan norma yang ada lingkungan sosial perusahaan.
Upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi positif dari
masyarakat yaitu dengan melakukan tindakan yang berdampak positif serta
bertanggung jawab secara sosial.

Menurut Lanis dan Richardson (2013) menjelaskan bahwa CSR dianggap
sebagaifaktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan.
Corporate social responsibility adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan
mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi
mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) berdasarkan prinsip
kesukarelaan dan kemitraan. Watson (2011) berpendapat bahwa perusahaan yang
memiliki pengungkapan CSR yang tinggi cenderung kurang agresif dalam praktik
penghindaran pajaknya dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki
pengungkapan CSR yang rendah. Penelitian terdahulu menunjukkan jika
pengungkapan CSR dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Lanis dan
Richardson (2013) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa terdapat
pengaruh negatif antara CSR dengan agresivitas pajak, dimana dapat diartikan jika
semakin tinggi pengungkapan CSR suatu perusahaan maka tindakan agresivitas
perusahaan tersebut rendah. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian
beberapa peneliti yang menunjukkan hasil yang sama, yaitu dilakukan oleh Laguir et
al, (2016). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pengungkapan CSR
berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Mayoritas terhadap Agresivitas pajak

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kepemilikan mayoritas berpengaruh
positif terhadap agresivitas pajak dengan nilai p sebesar 0,047 < 0,05. Struktur
kepemilikan yang ada di perusahaan salah satunya adalah kepemilikan manajerial.
Berdasarkan teori agensi, hubungan antara pemilik perusahaan atau pemegang
saham dengan manajer rawan terjadi masalah keagenan. Permasalahan keagenan
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tidak sepenuhnya dapat diatasi melalui kebijakan insentif tetapi diperlukan juga
kebijakan baru melalui peningkatan kepemilikan. Hal-hal yang dilakukan untuk
mengurangi masalah keagenan adalah dengan adanya kepemilikan mayoritas
dan kebijakan hutang (Igbal dalam Praditia, 2010). Perusahaan meningkatkan
kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang
saham sehingga bertindak sesuai keinginan dan kebaikan pemegang saham yang
tidak lain termasuk manajer. Penelitian yang dilakukan oleh Ying (2011)
menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tax
aggressiveness.

KESIMPULAN DAN SARAN

Corporate governance berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas
pajak perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 - 2020.
Pengungkapan CSR berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 - 2020. Kepemilikan
Mayoritas berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 -2020.

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa simpulan pada
penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjunya
dan kepada pemilik perusahaan atau investor maupun calon investor melalui hasil
penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel
independennya.

2. Perusahan yang diteliti dapat diperbanyak dengan menggunakan seluruh
perusahaan perbankan yang ada di Indonesia.
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